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ASAS
keadilan;

kepastian; transparansi;
efisiensi; efektivitas;

keberlanjutan fiskal; dan pengendalian.

ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN PERDA PDRD

mengoptimalkan penerimaan
Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah dalam pelaksanaan

APBD guna menjamin
kemandirian dan keberlanjutan

fiskal Daerah

melakukan perencanaan dan
pengendalian pendanaan dan

penyelenggaraan urusan
pemerintahan di Daerah melalui

instrumen Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

menciptakan keseimbangan
tanggung jawab dalam

penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang didanai dari

Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

TUJUAN



STRUKTUR PAJAK DAERAH DALAM UU HKPD



PAJAK DAERAH

PBB-P2

BPHTB

Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pajak Reklame

Pajak Air Tanah

Pajak MBLB

Pajak Sarang Burung Walet

Opsen PKB

Opsen BBNKB

9 Jenis pajak

yang dipungut

oleh Pemerintah

Kabupaten

Kebumen



No Jenis Pajak Tarif Keterangan

1 PBB 0,1% dan 0,2% 60% NJOP
2 BPHTB 2,5% dan 5% NJOPTKP 80 jt dan 300 jt
3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

- Jasa Perhotelan 10%
- Jasa Restoran 10%
- Makan dan Minuman 10%
- Tenaga Listrik 10%
- Jasa Kesenian dan Hiburan 10% Khusus tarif  PBJT  atas  jasa  hiburan  

pada  diskotek,  karaoke, kelab malam, 
bar, dan mandi uap/spa ditetapkan 
sebesar 40%

- Jasa Parkir 10%
4 Pajak Reklame 25%
5 Pajak Air Tanah 20%
6 Pajak MBLB 20%
7 Pajak Sarang Burung Walet 10%
8 Opsen PKB dan BBNKB 66% dari tarif yang PKB yang ditetapkan 

oleh Pemerintah Provinsi

Tarif Pajak Daerah















Opsen PKB

Besaran Pokok

dihitung dengan cara
mengalikan dasar
pengenaan Opsen PKB

Dasar pengenaan

yakni PKB terutang.

Saat terutang

ditetapkan pada saat
terutangnya PKB.

Subjek Pajak

yakni orang pribadi atau
Badan yang memiliki
dan/atau menguasai
kendaraan bermotor.

Wilayah 

pemungutan

yaitu wilayah Daerah
tempat kendaraan
bermotor terdaftar.

Objek Pajak

Opsen PKB dikenakan 
atas Pajak terutang dari 
PKB.

Tarif Pajak

ditetapkan sebesar 66% (enam puluh
enam persen) dari tarif yang PKB yang
ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.



Opsen BBNKB

02

05

01

04
03

06

07

Wilayah pemungutan
yaitu wilayah Daerah
tempat kendaraan
bermotor terdaftar.

Saat terutang
ditetapkan pada saat
terutangnya BBNKB.

Tarif Pajak
ditetapkan sebesar 66%
(enam puluh enam persen)
dari tarif BBNKB yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Provinsi.

Objek Pajak
Opsen BBNKB dikenakan
atas Pajak terutang dari
BBNKB.

Subjek Pajak
yaitu orang pribadi atau
Badan yang memiliki
dan/atau menguasai
kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan
Dasar pengenaan untuk
Opsen BBNKB yaitu BBNKB
terutang.

Besaran Pokok
dihitung dengan cara
mengalikan dasar
pengenaan Opsen BBNKB



Berdasarkan data APBD 2020, pengaturan PDRD dalam UU HKPD memberikan 

peningkatan penerimaan PDRD kabupaten/kota sampai dengan 48,98%.

Adapun penurunan untuk Provinsi dikarenakan adanya skema opsen, namun demikian melalui

penerapan opsen diharapkan pemungutan PKB dan BBNKB menjadi lebih optimal melalui sinergi 

Pemda Provinsi-Kab/kota dalam melakukan pengawasan dan law enforcement terhadap pengguna

kendaraan bermotor.

Pemda provinsi menerima tambahan opsen Pajak MBLB untuk mendanai kewenangan penerbitan

dan pengawasan izin MBLB

Keterangan :

- Data bersumber dari SIKD per September 2021 yang diolah sesuai kebijakan PDRD dalam UU HKPD

- Perubahan penerimaan PDRD belum mempertimbangkan perluasan objek PBJT dari pergeseran objek PPN existing yaitu valet parking, jasa rekreasi, dan sarpras olahraga

SIMULASI DAMPAK



STRUKTUR RETRIBUSI DAERAH DALAM UU HKPD



TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA PDRD



TARIF RETRIBUSI JASA UMUM PADA PDRD



TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA PDRD



TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PADA PDRD



TERIMA KASIH


